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Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan dan penegakan hukum kemitraan khususnya pada polainti
plasma di sektor perkebunan kelapa sawit melalui Putusan Perkara KPPU No. 03/KPPU-K/2021. Tulisan ini
disusun dengan menggunakkan metode penelitian doktrinal. Pelaksanaan kemitraan merupakan upaya
pemerintah untuk memberdayakan dan mengoptimalkan peran UMKM dalam produktivitas usaha
perkebunan terhadap perekonomian nasional. Bahkan, kemitraan juga diatur sebagai kewajiban hukum bagi
perusahaan untuk mendapatkan izin usaha perkebunan. Namun dalam prakteknya, hubungan kemitraan
melahirkan berbagai permasalahan hukum, mulai dari diferensiasi aturan hukum yang saling bertentangan
hingga sistem perkebunan yang bersifat kapitalistik sehingga berfokus pada kepentingan perusahaan semata.
Lemahnya posisi tawar dari UMKM mengakibatkan aset, kegiatan usaha, dan kekayaannya dikuasai atau
dimiliki oleh perusahaan mitra usahanya. Untuk itu, eksistensi lembaga independen yang berpihak pada
UMKM merupakan hal penting untuk melindungi kepentingan dan haknya dari penyalahgunaan posisi
dominan perusahaan. Dalam hal ini, KPPU telah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menjatuhkan
sanksi administratif pada perusahaan yang terbukti melanggar kemitraan. Namun sayangnya, penegakan
hukum tersebut belum dapat diupayakan secara maksimal akibat dualisme peraturan sektoral yang berlaku.
Sebagaimana pada Putusan Perkara KPPU No. 03/KPPU-K/2021, Majelis Komisi telah menjatuhkan sanksi
administratif pada Terlapor PT Suryabumi Tunggal Perkasa (“PT STP’) yang terbukti menguasai Koperasi
Tri Hampang Bersatu (“Kopbun THB”) sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 (“UU UMKM™).
Namun dalam putusan a quo, Mgjelis Komisi tidak menjatuhkan sanksi administratif dan bahkan
menggantungkan pemenuhan hak Kopbun THB pada keputusan lembaga eksternal. Adapun hasil penelitian
ini sgjatinya menunjukkan ketentuan hukum yang ada belum cukup memprioritaskan perlindungan UMKM.
Celah hukum tersebut juga sering didalilkan oleh perusahaan untuk tidak memenuhi kewajiban hukumnya
pada UMKM. Bahkan, diferensiasi aturan juga melemahkan peran dan kewenangan KPPU dalam
menegakkan hukum kemitraan di Indonesia.

...... This paper analyzes the regulation and enforcement of partnership law, particularly the core-plasma
partnership model in the palm oil plantation sector, through KPPU Case Decision No. 03/KPPU-K/2021.
This study employs a doctrinal research method. The implementation of partnershipsis a government effort
to empower and optimize the role of MSMES in enhancing plantation business productivity and contributing
to the national economy. Moreover, partnerships are also legally mandated for companies to obtain
plantation business permits. However, in practice, partnership relationships give rise to various legal issues,
ranging from conflicting legal regulations to a capitalistic plantation system that prioritizes corporate
interests. The weak bargaining position of MSMEs resultsin their assets, business activities, and wealth
being controlled or owned by their corporate partners. Therefore, the existence of an independent institution
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that advocates for MSMEs s crucial to protecting their interests and rights from corporate abuse of
dominant positions. In this regard, the KPPU has been granted the authority to oversee partnerships and
impose administrative sanctions on companies found to be in violation. Unfortunately, however, law
enforcement remains suboptimal due to the dualism of applicable sectoral regulations. As seen in KPPU
Case Decision No. 03/KPPU-K/2021, the Commission Panel imposed administrative sanctions on the
Respondent, PT Suryabumi Tunggal Perkasa ("PT STP"), which was found to have controlled Koperasi Tri
Hampang Bersatu ("Kopbun THB") in violation of Article 35(1) of Law No. 20 of 2008 ("MSME Law").
However, in the said decision, the Commission Panel did not impose additional administrative sanctions and
instead made the fulfillment of Kopbun THB's rights contingent on an external institution's decision. The
findings of this study indicate that existing legal provisions have not sufficiently prioritized MSME
protection. This legal gap is often exploited by companies to evade their legal obligationsto MSMEs.
Moreover, regulatory differentiation also weakens the role and authority of the KPPU in enforcing
partnership law in Indonesia.



